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ABSTRAK 

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk 

memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap 

lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, 

karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk 

menampung kepentingan rakyat,. Pengawasan menjadi salah satu komponen 

penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada 

semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara 

dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan 

penelitian kepustakaan, mencari data yang digunakan dengan berpegang pada 

segi-segi yuridis. 

Berdasarkan hasil penelitian, berkenaan dengan materi penelitian 

dapat di deskripsikan bahwa Kewenangan Penyelenggaraan Pemilu Oleh 

Bawaslu Sebagai Penyelenggara Pemilu Legislatif Tahun 2019 adalah 

peningkatan status kelembagaan Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota 

yang semula berbentuk kepanitian (ad hoc) menjadi bentuk Badan (bersifat 

tetap). Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap 

ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana 

pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. 

Kekuatan Hukum Mengikat Hasil Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Dalam 

Penyelenggaraan Pemilu adalah kekuatan hukum mengikat putusan ajudikasi 

Bawaslu. Undang-undang mengatur bagaimana cara yang benar tentang 

penyelenggaraan pemilu legislatif, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) 

sebagai lembaga pengawas pemilu seharusnya lebih cepat dan sigap dalam 

mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu. Sebagaimana telah 

dijelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran pada pemilu, Seharusnya ada 

kekuatan hukum mengikat yang tegas mengingat pemilu ini untuk 

kepentingan masa depan bangsa dan negara ke depannya. 

 

Kata Kunci : Pemilu, Demokrasi, Pengawasan, Bawaslu 
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ABSTRACT  

General electionis one of processesto strive for political interests in 

the form of a process of selecting representatives of the people and leaders in 

the context of the realization of democracy, because general election is a 

series of political activities to accommodate the interest of the people. 

Oversight is an important component in determining the success or failure 

of the general election. Election oversight body  and election oversight 

committee  at all levels have an important role so that general election is held 

democratically, directly, publicly, freely, confidentially, honestly, and fairly 

in accordance with applicable laws and regulations. 

The approach method used was a normative juridical approach, 

namely the legal research giving  priority tolibrary research, that is searching 

for data based on juridical aspects. 

Based on the result of the research, it can be concluded that the 

authority of election administration by BAWASLU as the legislator of the 

2019 legislative election is to increase the institutional status of election 

oversight at the regency / city level which was originally in the form of 

committee (ad hoc) to be a permanent body. The  election administration 

violation is the violation against the provision of the election law which is not 

an election criminal provision and against other provision stipulated in the 

election commission regulations. Legal force binding result of election 

oversight by BAWASLU in the implementation of general election is the legal 

force binding the decision of BAWASLU adjudication. The law regulates 

how to conduct a proper legislative election. Election oversight body 

(BAWASLU) as an election oversight body should be quicker in anticipating 

election violations. As it has already been explained about violations in the 

general election, there should be a binding binding legal force considering 

that this election is in the interest of the nation and of the state in the future. 

 

 Key words : Election, Democracy, Oversight. 
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